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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan 

merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai 

tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi 

seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. 

Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan 

kehidupannya secara layak.  

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga 

Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai 

dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang 

yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap 

warganegara. 

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan 

sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan 

kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus 

distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang 

kesehatan. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan tolok 

ukur kinerja pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Pengertian minimal dalam standar pelayanan minimal 

merupakan kondisi minimal dari sudut pandang masyarakat tetapi 

mengandung arti optimal bagi aparat Pemerintah Daerah. SPM Bidang 

Kesehatan dihitung setiap bulan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok dan 

diperoleh angka terakhir pada tahun 2020 yang dijabarkan dalam laporan 

tahunan SPM Bidang Kesehatan. 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. 

 

C. KEBIJAKAN UMUM 

Kebijakan umum disusunnya SPM Bidang Kesehatan sebagai alat 

untuk menjamin tercapainya kondisi minimal yang harus dicapai Pemerintah 

Kota Depok sebagai penyedia pelayanan masyarakat. Kebijakan Umum 

APBD Kota Depok tahun 2020 merupakan Kesepakatan antara Pemerintah 

Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 

Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota 

Depok tahun 2020 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Depok Tahun 

Anggaran 2020. SPM Bidang Kesehatan menjadi standar indikator yang harus 

dicapai pada RPJMD Kota Depok dan evaluasinya dilakukan setiap tahun. 
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D. ARAH KEBIJAKAN  

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan menurut Perubahan 

Kedua Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Depok 2016-2021 

adalah sebagai berikut: 

1. Strategi 

Strategi bidang kesehatan untuk melaksanakan program dan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok adalah: 

a. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan pelaporan 

capaian kinerja 

b. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan 

d. Meningkatkan pemenuhan  akses  pelayanan  (promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif) baik dasar maupun rujukan 

e. Meningkatkan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang 

berkualitas 

f. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 

g. Meningkatkan upaya promosi PHBS serta pengembangan Kota Sehat 

h. Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat 

 

2. Kebijakan 

Dalam upaya mencapai visi dan melaksanakan misi yang diemban, maka 

ditetapkan kebijakan yaitu: 

a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan 

b. Penatausahaan keuangan dan Penyusunan laporan capaian kinerja 

sesuai ketentuan 

c. Peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan 

d. Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar,  dan 

penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta SDM  kesehatan 

yang memadai  

e. Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan pengembangan sistem 

informasi kesehatan 
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f. Percepatan akses dan mutu continuum of care (keberlanjutan) yang 

berkualitas 

g. Peningkatan pencegahan dan surveilance penyakit serta deteksi dini 

penyakit menular 

h. Peningkatan pencegahan dan surveilance penyakit serta deteksi dini 

penyakit tidak menular 

i. Pengembangan kota sehat 

j. Peningkatan promosi PHBS 

k. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat 

l. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan gizi dengan 

peningkatan pendidikan gizi, peningkatan surveilance gizi dan 

pemberdayaan upaya perbaikan gizi keluarga. 
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BAB II 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

 

 

A. JENIS PELAYANAN DASAR 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 

Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu:  

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai 

standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib 

memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada 

semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu 

tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi: 

1. Standar kuantitas. 

2. Standar kualitas. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota 

dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau 

data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan 

estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode 

kehamilan (K4) dengan ketentuan: 

a. Satu kali pada trimester pertama. 

b. Satu kali pada trimester kedua. 
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c. Dua kali pada trimester ketiga. 

3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, 

meliputi: 

a. Pengukuran berat badan. 

b. Pengukuran tekanan darah. 

c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). 

d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). 

e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin 

(DJJ). 

f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi. 

g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. 

h. Tes Laboratorium. 

i. Tatalaksana/penanganan kasus. 

j. Temu wicara (konseling). 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan 

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

   

                                            
                                                  

                                     
                                          

                             
                            

       

 

Capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2020 

adalah sebesar 92,68%, capaian ini menurun bila dibandingkan capaian 

tahun sebelumnya sebesar 96,51%. Berikut gambaran cakupan 

pelayanan kesehatan ibu hamil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

terakhir.  

 

Persentase ibu hamil mendapatkan 

pelayanan kesehatan ibu hamil 
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Gambar 2. 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil 

di Kota Depok Tahun 2016-2020 
Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Depok, 2020 

 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai 

standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib 

memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar 

kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut 

dalam kurun waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi: 

1) Persalinan normal. 

2) Persalinan komplikasi. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota 

dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau 

data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan 

estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal 

(APN) sesuai standar. 

a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

95,29% 
95,49% 

96,21% 
96,51% 

92,68% 

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

2016 2017 2018 2019 2020



SPM DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2020 | BAB II 
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

9 

 

b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: 

(1) Dokter dan bidan, atau 

(2) 2 orang bidan, atau 

(3) Bidan dan perawat. 

3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku 

Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 

Dasar dan Rujukan. 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari 

cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                         
                                 

                                      
                                   

                            
                            
                         

                           
                    

      

 

 

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 adalah 

sebesar 90,81%, tercatat sebanyak 42.413 ibu bersalin yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar dari 

sasaran 46.704 ibu bersalin di Kota Depok. Berikut gambaran Cakupan 

pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.  

Persentase ibu bersalin 

mendapatkan pelayanan persalinan 
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Gambar 2. 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

di Kota Depok Tahun 2016-2020 
Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Depok, 2020 

 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 

neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat 

kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru 

lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi: 

1) Standar kuantitas. 

2) Standar kualitas. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah 

kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data 

proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan 

mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang 

terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama 

periode neonatal, dengan ketentuan: 

a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 

b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari 

94,87% 

95,52% 

97,17% 

95,21% 

90,81% 
90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

2016 2017 2018 2019 2020
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c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. 

3) Standar kualitas: 

a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). 

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi: 

(1) Pemotongan dan perawatan tali pusat. 

(2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 

(3) Injeksi vitamin K1. 

(4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic. 

(5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). 

b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 

hari). 

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi: 

(1)  Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. 

(2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan 

pendekatan MTBM. 

(3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di 

fasilitas pelayanan kesehatan atau belum 

mendapatkan injeksi vitamin K1. 

(4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 

jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan. 

(5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. 

d. Capaian Kinerja 

a. Definisi Operasional Capaian Kerja 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru 

lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 

0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun. 
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b. Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                       
                                

                         
                                 
                            
                         

                               
                           

                    

      

 

Tren cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2016-2020 

dapat dilihat pada gambar berikut.  

 
Gambar 2. 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

di Kota Depok Tahun 2016-2020 
Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Depok, 2020 

 
 

4. Pelayanan Kesehatan Balita 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah 

kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. 

 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar 

meliputi : 

1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 

2) Pelayanan kesehatan balita sakit. 

 

90,80% 

 94,59% 

97,83% 

94,62% 

 92,94% 

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 
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c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam 

satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil 

yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi 

dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan 

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan 

buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: 

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: 

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. 

(2) Pengukuran  panjang/tinggi  badan  minimal  2  kali 

/tahun. 

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. 

(4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan  1 

kali setahun. 

(5) Pemberian imunisasi dasar lengkap. 

b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: 

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali 

dalam kurun waktu 6 bulan).  

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 

kali/tahun. 

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. 

Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 

(4) Pemberian Imunisasi Lanjutan. 

c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan: 

(1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali 

dalam kurun waktu 6 bulan). 

(2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali 

pertahun. 

(3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. 

(4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 

d) Pemantauan perkembangan balita. 
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e) Pemberian kapsul vitamin A. 

f) Pemberian imunisasi dasar lengkap. 

g) Pemberian imunisasi lanjutan. 

h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan. 

i) Edukasi dan informasi. 

3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita 

menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit 

(MTBS). 

d. Capaian Kinerja 

1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan 

dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan 

kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam 

kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

   

                   
                 

                   

                           
  

                     
                        

                    

                
 
  

                        
                     

                

                   
                       
                        

                      
               

      

 

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2016-2020 dapat 

dilihat pada gambar berikut.  

 

Cakupan pelayanan kesehatan 

balita sesuai standar 
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Gambar 2. 4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 

di Kota Depok Tahun 2016-2020 
Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Depok, 2020 

 

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai 

standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar 

satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam 

kurun waktu satu tahun ajaran. 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar 

meliputi: 

1) Skrining kesehatan. 

2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. 

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 

di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 

sampai 15 tahun diluar sekolah. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 

sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam 

satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil 

yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi 

 75,38% 

 93,10% 

 92,22% 
 91,11% 

 50,75% 

2016 2017 2018 2019 2020
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dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Skrining kesehatan 

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan 

dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan 

SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di 

pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, 

meliputi: 

a) Penilaian status gizi. 

b) Penilaian tanda vital. 

c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. 

d) Penilaian ketajaman indera. 

3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: 

a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan 

b) Melakukan rujukan jika diperlukan 

c) Memberikan penyuluhan kesehatan 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak 

usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan 

kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai 

standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu 

tahun ajaran. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                            
                              

                         
                          

                          
                 

                       
                          

                         
                           
                           

      

Persentase anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 
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Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 

2020 sebesar 80,21%. Dari sasaran usia pendidikan dasar sebanyak 

271.362 orang, tercatat 233.946 orang telah mendapatkan pelayanan 

kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar.  

 

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam 

bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada 

warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun 

waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : 

1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 

2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak 

menular. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di 

wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data 

proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan 

mempertimbangkan estimasi dari hasil  survei/ riset yang 

terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang 

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. 

3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah 

skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk 

penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: 

a) Pengukuran  tinggi  badan,  berat  badan  dan  lingkar 

perut. 
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b) Pengukuran tekanan darah. 

c) Pemeriksaan gula darah. 

d) Anamnesa perilaku berisiko. 

4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: 

a) Melakukan rujukan jika diperlukan. 

b) Memberikan penyuluhan kesehatan. 

Keterangan : 

Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau 

mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan 

pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari 

persentase orang usia 15–59 tahun  yang mendapat 

pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan 

  

                    –         
                          
                             

                    
                      

                    –         
                         
                          

      

 

 

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2020 

tercapai sebesar 29,30%. Tercatat sebanyak 499.401 orang mendapatkan 

pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar dari 

target/sasaran sebanyak 1.704.561 orang pada usia produktif. 

 

 

 

Persentase orang usia 15–59 

tahun mendapatkan skrining 

kesehatan  sesuai standar 
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7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan 

pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah 

Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan 

kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai 

standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 

1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak 

menular 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di 

wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data  

proyeksi  BPS  atau  data  riil  yang  diyakini  benar, dengan 

mempertimbangkan estimasi dari hasil  survei/ riset yang 

terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang 

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau 

UKBM dan/atau kunjungan rumah. 

3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah 

skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk 

penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: 

a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 

b) Pengukuran tekanan darah 

c) Pemeriksaan gula darah 

d) Pemeriksaan gangguan mental 

e) Pemeriksaan gangguan kognitif 

f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 

g) Anamnesa perilaku berisiko 



SPM DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2020 | BAB II 
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

20 

 

4) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi: 

a) Melakukan rujukan jika diperlukan 

b) Memberikan penyuluhan kesehatan 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada 

warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan 

warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali 

di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

  

                           

                         

                           
                             
                         

                    

                      
                           

                             

                         
                          

      

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2020 

tercapai 51,48%. Capaian ini belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan sehingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat usia 

lanjut masih sangat perlu ditingkatkan.  

 

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib 

memberikan   pelayanan   kesehatan   sesuai   standar   kepada 

seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya 

pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu 

tahun. 

Persentase warga negara 

usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining 

kesehatan  sesuai standar 
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b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standard meliputi: 

1) Pengukuran tekanan darah 

2) Edukasi 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS 

terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan 

sesuai standar yang meliputi: 

a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali 

sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 

b) Edukasi  perubahan  gaya  hidup  dan/atau  kepatuhan 

minum obat 

c) Melakukan rujukan jika diperlukan 

Keterangan: 

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan 

pelayanan terapi farmakologi 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, 

dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun 

keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

  

                           

                                
                                    

                              
                       

                                     
                                    

                              

                                

                                

      

 

Persentase penderita 

Hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan  sesuai standar 
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Dari estimasi penderita hipertensi di Kota Depok tahun 2020 

sebesar 640.009 jiwa, ditemukan 131.193 jiwa penduduk penderita 

hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (20,50%). Sistem 

pencatatan dan pelaporan yang belum terkoordinir dengan baik 

mengakibatkan data yang dihimpun masih minim. 

 

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai 

kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar 

kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke 

atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar 

meliputi: 

1) Pengukuran gula darah; 

2) Edukasi 

3) Terapi farmakologi. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru 

yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

2) Pelayanan  kesehatan  diabetes  mellitus  adalah  pelayanan 

kesehatan sesuai standar yang meliputi: 

a) Pengukuran  gula  darah  dilakukan  minimal  satu  kali 

sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 

b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi 

c) Melakukan rujukan jika diperlukan  
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Keterangan: 

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan 

pelayanan terapi farmakologi. 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai 

dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang 

mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya 

dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                                 
                                

                                    

                              
                       

                                           
                                    

                              
                                
                                

      

Jumlah penyandang DM di Kota Depok berdasarkan perhitungan 

angka prevalensi DM Kabupaten/Kota tahun 2020 sebesar 50.631 jiwa, 

ditemukan  jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar sebesar 46.149 jiwa (91,15%).  

 

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh 

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya 

pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu 

tahun. 

 

Persentase penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 
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b. Pengertian 

Pelayanan  kesehatan  pada  ODGJ  berat  sesuai  standar  bagi 

psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 

1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 

2) Edukasi 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala 

Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang 

di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: 

a) Pemeriksaan status mental 

b) Wawancara 

3) Edukasi kepatuhan minum obat. 

4) Melakukan rujukan jika diperlukan 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan 

pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai 

dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai 

standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                                   
                                    

                               
                            

                                       
                                
                               

      

 

Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik) di Kota 

Depok dihitung menggunakan proyeksi dan hasil perhitungan Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 yaitu sebesar 3.477 jiwa. 

Sedangkan OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 

sesuai standar di Kota Depok tahun 2020 sebesar 1.422 jiwa (40,90%). 

Persentase OGDJ berat yang 

mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar 



SPM DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2020 | BAB II 
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

25 

 

Yang termasuk kedalam OGDJ berat adalah penderita Schizofrenia dan 

Psikotik akut.  

 

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis   

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan Standar 

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar.Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada  orang 

terduga  TBC di  wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam 

kurun waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi  orang terduga 

TBC meliputi : 

1) Pemeriksaan klinis 

2) Pemeriksaan penunjang 

3) Edukasi 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data 

orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan 

oleh Kepala Daerah. 

2) Pemeriksaan klinis 

Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam 

setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda 

3) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak 

dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis 

4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 

5) Melakukan rujukan jika diperlukan. 

d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan 

pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC 

dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang 
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mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                              

                                

                            
                             

                                       

      

 

Jumlah orang terduga TBC yang ada di Kota Depok tahun 2020 

sebesar 37.663 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC yang 

dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar sebesar 8.573 orang. 

Sehingga persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC 

sesuai standar yaitu sebesar 22,76%.  

 

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar 

a. Pernyataan standar 

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada 

setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya 

tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

b. Pengertian 

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko 

terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 

1) Edukasi perilaku berisiko 

2) Skrining 

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 

1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 

2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan 

sedang mendapat pelayanan terkait TBC 

Persentase Orang terduga 

TBC mendapatkan pelayanan 

TBC sesuai standar 
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3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang 

terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat 

pelayanan terkait IMS 

4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan 

seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama 

maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, 

barang atau jasa 

5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu 

lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, 

sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi 

seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual) 

6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender 

atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau 

seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga 

transeksual. 

7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti 

memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif 

suntik lainnya. 

8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam 

pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan 

telah mendapatkan vonis tetap. 

c. Mekanisme Pelayanan 

1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah 

berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita 

TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu 

hamil). 

2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 

3) Skrining  dilakukan  dengan  pemeriksaan  Tes  Cepat  HIV 

minimal 1 kali dalam setahun 

4) Melakukan rujukan jika diperlukan. 
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d. Capaian Kinerja 

1) Definisi Operasional 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan 

risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan 

risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai 

standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

2) Rumus Perhitungan Kinerja 

 

  

                           

                                

                              

                       
                           

                              

                                

      

 

Orang berisiko terinfeksi HIV yang terhimpun di Kota Depok terdiri 

dari wanita pekerja seksual (WPS), pria pekerja seksual (PPS), 

pelanggan, waria, pengguna jarum suntik, pasien TB, ibu hamil dan 

pasangan berisiko. Dari 57.013 orang yang berisiko terinfeksi HIV, 

terdapat 15.841 orang yang sudah mendapatkan pemeriksaaan HIV 

sesuai standar (27,78%). Rendahnya ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan HIV, mempengaruhi rendahnya capaian pelayanan 

kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.   

 

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH DAN PUSAT 

 
Tabel 2.1 

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Daerah dan Pusat 

NO JENIS PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

INDIKATOR TARGET  

1 Pelayanan Kesehatan 
Ibu Hamil 

Persentase ibu hamil mendapatkan 
pelayanan ibu hamil  

100% 

Persentase Orang dengan 

risiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan 

deteksi dini HIV sesuai standar 
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NO JENIS PELAYANAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

INDIKATOR TARGET  

2 Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin 

Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan pesalinan 

100% 

3 Pelayanan Kesehatan 
Bayi Baru Lahir 

Presentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir 

100% 

4 Pelayanan Kesehatan 
Balita 

Persentase anak usia 0-59 bulan 
yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan balita sesuai standar 

100% 

5 Pelayanan Kesehatan 
pada Usia Pendidikan 
Dasar 

Persentase anak usia pendidikan 
dasar yang mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

100% 

6 Pelayanan Kesehatan 
pada Usia Produktif 

Persentase warga negara usia 15–
59 tahun mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

100% 

7 Pelayanan Kesehatan 
pada Usia Lanjut  

Persentase warga negara usia 60 
tahun Keatas mendapatkan 
skrining kesehatan sesuai standar 

100% 

8 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

Persentase penderita hipertensi 
mendapat pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

100% 

9 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes 
Melitus (DM) 

Persentase penyandang DM yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

100% 

10 Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) 
Berat 

Persentase ODGJ berat yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
jiwa sesuai standar 

100% 

11 Pelayanan Kesehatan 

Orang terduga 

Tuberkulosis (TB) 

Persentase Orang terduga TB 

mendapatkan pelayanan TB sesuai 
standar 

100% 

12 Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Risiko 
Terinfeksi HIV 

Persentase orang berisiko 
terinfeksi HIV mendapatkan 
pemeriksaan HIV sesuai standar 

100% 
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C. REALISASI 

Realisasi adalah  target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan  

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh  Kementerian Kesehatan. Berikut adalah capaian SPM 

tahun 2020. 

Tabel 2.2 
Realisasi SPM  Bidang Kesehatan Tahun 2020 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL 

RUMUS   

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT % 

1 Pelayanan 
Kesehatan 
Ibu Hamil 

Persentase ibu 
hamil 
mendapatkan 
pelayanan ibu 
hamil  

Jumlah ibu hamil 
yang 
mendapatkan 
pelayanan K4 di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan milik 
pemerintah dan 
swasta 

Jumlah semua ibu 
hamil di wilayah 
kabupaten/kota 
tersebut dalam kurun 
waktu satu tahun 
yang sama 

45.346 48.928 92,68% 

2 Pelayanan 
Kesehatan 
Ibu Bersalin 

Persentase ibu 
bersalin 
mendapatkan 
pelayanan 
pesalinan 

Jumlah ibu bersalin 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
persalinan sesuai 
standar 
di fasilitas kesehatan 

Jumlah semua ibu 
bersalin yang ada di 
wilayah 
kabupaten/kota 
tersebut dalam kurun 
waktu satu tahun 

42.413 46.704 90,81% 

CAPAIAN TAHUN 2020
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NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL 

RUMUS   

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT % 

3 Pelayanan 
Kesehatan 
Bayi Baru 
Lahir 

Presentase 
bayi baru lahir 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan bayi 
baru lahir 

Jumlah bayi baru lahir 
usia 0-28 hari yang 
mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir sesuai 
dengan standar 

Jumlah semua bayi 
baru lahir di wilayah 
kabupaten/kota 
tersebut dalam kurun 
waktu satu tahun 

41.339 44.480 92,94% 

4 Pelayanan 
Kesehatan 
Balita 

Persentase 
anak usia 0-59 
bulan yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 
balita 
sesuai standar 

Jumlah balita 0–59 
bulan yang mendapat 
pelayanan kesehatan 
balita sesuai standar 
dalam kurun waktu 
satu tahun 

Jumlah balita 0–59 
bulan yang ada di 
wilayah kerja dalam 
kurun waktu satu 
tahun yang sama 

88.794 174.954 50,75% 

5 Pelayanan 
Kesehatan 
pada Usia 
Pendidikan 
Dasar 

Persentase 
anak usia 
pendidikan 
dasar yang 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

Jumlah anak usia 
pendidikan dasar 
kelas 1 s.d kelas 9 
yang mendapat 
pelayanan skrining 
kesehatan di satuan 
pendidikan dasar 

Jumlah semua anak 
usia pendidikan dasar 
kelas 1 s.d kelas 9  
yang ada di wilayah 
kerja di wilayah 
kabupaten/kota 
tersebut dalam kurun 
waktu satu tahun 
ajaran 

233.946 271.362 86,21% 

CAPAIAN TAHUN 2020
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NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL 

RUMUS   

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT % 

6 Pelayanan 
Kesehatan 
pada Usia 
Produktif 

Persentase 
warga negara 
usia 15–59 
tahun 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

Jumlah pengunjung 
usia 15–59 tahun 
mendapat pelayanan 
skrining kesehatan 
sesuai standar dalam 
kurun waktu satu 
tahun 

Jumlah warga negara 
usia 15–59 tahun 
yang ada di wilayah 
kerja dalam kurun 
waktu satu tahun 
yang sama 

499.401 1.704.561 29,30% 

7 Pelayanan 
Kesehatan 
pada Usia 
Lanjut  

Persentase 
warga negara 
usia 60 tahun 
Keatas 
mendapatkan 
skrining 
kesehatan 
sesuai standar 

Jumlah pengunjung 
berusia 60 tahun ke 
atas yang mendapat 
skrining kesehatan 
sesuai standar 
minimal 1 kali dalam 
kurun waktu satu 
tahun 

Jumlah semua 
penduduk berusia 
usia 60 tahun ke atas 
yang ada di wilayah 
Kabupaten/Kota 
tersebut 
dalam kurun waktu 
satu tahun 
perhitungan 

87.846 170.648 51,48% 

8 Pelayanan 
Kesehatan 
Penderita 
Hipertensi 

Persentase 
penderita 
hipertensi 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan 
sesuai standar 

Jumlah penderita 
hipertensi yang 
datang mendapatkan 
pelayanan sesuai 
standar dalam  kurun 
waktu satu tahun 

Estimasi jumlah 
penderita hipertensi 
yang ada di wilayah 
kerja dalam kurun 
waktu satu tahun 
yang sama 

131.193 640.009 20,50% 

CAPAIAN TAHUN 2020
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NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL 

RUMUS   

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT % 

9 Pelayanan 
Kesehatan 
Penderita 
Diabetes 
Melitus (DM) 

Persentase 
penyandang 
DM yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 
sesuai standar 

Jumlah penyandang 
DM yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar 
dalam kurun waktu 
satu tahun 

Jumlah penyandang 
DM 
berdasarkan angka 
prevalensi 
DM nasional di 
wilayah kerja 
dalam kurun waktu 
satu tahun pada 
tahun yang sama 

46.149 50.631 91,15% 

10 Pelayanan 
Kesehatan 
Orang 
dengan 
Gangguan 
Jiwa (ODGJ) 
Berat 

Persentase 
ODGJ berat 
yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan jiwa 
sesuai standar 

Jumlah ODGJ berat 
(psikotik) di wilayah 
kerja kab/kota yang 
mendapat pelayanan 
kesehatan jiwa 
promotif preventif 
sesuai 
standar dalam kurun 
waktu 
satu tahun  

Jumlah ODGJ berat 
(psikotik) yang ada di 
wilayah kerja 
kab/kota dalam kurun 
waktu satu tahun 
yang sama 

1.422 3.477 40,90% 

11 Pelayanan 
Kesehatan 
Orang 
terduga 
Tuberkulosis 
(TB) 

Persentase 
Orang terduga 
TB 
mendapatkan 
pelayanan TB 
sesuai standar 

Jumlah orang terduga  
TB yang 
mendapatkan 
pelayanan TB sesuai 
standar dalam kurun 
waktu satu tahun 

Jumlah orang terduga 
terduga TB yang ada 
di wilayah kerja pada 
kurun waktu satu 
tahun yang sama 

8.573 37.663 22,76% 

CAPAIAN TAHUN 2020
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NO 
JENIS 

PELAYANAN 

INDIKATOR 
STANDAR 

PELAYANAN 
MINIMAL 

RUMUS   

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT % 

12 Pelayanan 
Kesehatan 
Orang 
dengan 
Risiko 
Terinfeksi 
HIV 

Persentase 
orang berisiko 
terinfeksi HIV 
mendapatkan 
pemeriksaan 
HIV sesuai 
standar 

Jumlah orang berisiko 
terinfeksi HIV yang 
mendapatkan 
pemeriksaan HIV 
sesuai standar di 
fasyankes dalam 
kurun waktu satu 
tahun  

Jumlah orang 
berisiko terinfeksi HIV 
yang ada di satu 
wilayah kerja pada 
kurun waktu satu 
tahun yang sama 

15.841 57.013 27,78% 

CAPAIAN TAHUN 2020
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D. ALOKASI ANGGARAN 

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 terdiri dari 

beberapa sumber, diantaranya yaitu: 

1. APBD Kota  

Anggaran Dinas Kesehatan Kota Depok yang bersumber dari APBD Kota 

Depok yang terdiri dari: 

a) Belanja Langsung sebesar Rp. 180.845.842.109 dengan 

penyerapan sebesar Rp. 163.190.557.002 (90,24%) 

b) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 85.380.746.123 dengan 

penyerapan sebesar Rp. 84.606.660.736 (99,09%) 

2. APBD Provinsi 

Anggaran Dinas Kesehatan Kota Depok yang bersumber dari APBD 

Provinsi yaitu Bantuan Gubernur sebesar Rp. 22.491.10.000 yang 

dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran 

(PBI). Anggaran tersebut diserap sebesar 80,85% sesuai dengan premi 

yang diajukan oleh BPJS. 

3. APBN 

Alokasi anggaran bersumber dari APBN yang diterima Dinas Kesehatan 

Kota Depok adalah sebagai berikut: 

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 8.085.288.744, 

dengan penyerapan sebesar Rp. 6.484.823.117 (80,21%) 

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 

19.967.176.133, dengan penyerapan sebesar Rp. 13.000.426.455 

(65,11%). Hal ini disebabkan karena dana DAK turun secara 

bertahap sehingga penyerapan disesuaikan dengan dana yang 

tersedia. 

 

E. DUKUNGAN PERSONIL 

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM Dinas 

Kesehatan Kota Depok tahun 2020 adalah 1.449 pegawai yang terdiri dari: 

a) 697 orang Pegawai Negeri Sipil, dimana  116 orang PNS di Dinas 

Kesehatan dan 581 orang PNS di puskesmas. 



SPM DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2020 | BAB II 
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 

36 

 

b) 752 orang non PNS, dimana 38 orang Non PNS di Dinas Kesehatan dan 

714 orang non PNS di puskesmas. 

 

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat 

beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Permasalahan  

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2020 sebesar 92,68%, 

menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan 

karena: 

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir 

dengan baik 

- Kondisi pandemi meyebabkan masyarakat enggan berkunjung ke 

fasilitas kesehatan 

- Kendala sweeping, beberapa perumahan menolak kedatangan petugas 

- Terbatasnya SDM menyebabkan Petugas terbebani dengan tugas 

administrative lainnya 

 

Solusi  

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit dan 

fasilitas kesehatan lainnya 

- Mengadakan kelas ibu hamil secara daring 

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group 

- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri 

dalam pelayanan KIA 

 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Permasalahan  

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 sebesar 90,81%. 

Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan (100%) 

bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan: 
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- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir 

dengan baik 

- Perpindahan penduduk dari luar Kota Depok yang sangat cepat dari 

berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah 

kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan 

lintas program dan lintas sektor 

- Kondisi Pandemi menyebabkab beberapa perumahan menolak 

kedatangan petugas untuk melakukan sweeping 

- Sebagian penduduk lebih memilih untuk melakukan persalinan di 

kampung halaman (luar kota depok) sehingga mempengaruhi capaian 

persalinan ditolong kesehatan. 

Solusi  

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit 

- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group 

- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri 

dalam pelayanan KIA 

 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Permasalahan 

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2020 tercapai 92,94%. 

Capaian tersebut belum memenuhi target karena: 

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir 

dengan baik 

- Kondisi pandemi meyebabkan masyarakat enggan berkunjung ke 

fasilitas kesehatan 

- Kondisi Pandemi menyebabkab beberapa perumahan menolak 

kedatangan petugas untuk melakukan sweeping 

Solusi 

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit dan 

fasilitas kesehatan lainnya 

- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group 
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- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri 

dalam pelayanan KIA 

 

4. Pelayanan Kesehatan Balita 

Permasalahan  

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2020 sebesar 50,75%. Hal ini 

disebabkan kerena Kondisi Pandemi COVID 19 dan PSBB, terutama 

pembatasan kegiatan bagi penduduk usia beresiko (balita dan lansia) 

menyebabkan terbatasnya kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu. 

Solusi  

- Melaksanakan kegiatan posyandu dengan protokol kesehatan pasca 

pemenuhan vaksinasi Covid 19 

- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group 

 

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

Permasalahan  

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2020 

sebesar 86,21%. Faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya capaian 

tersebut dikarenakan Kondisi Pandemi COVID 19 dan PSBB menyebabkan 

diliburkannya sekolah sehingga kegiatan skrining ke sekolah di hentikan 

untuk sementara. 

Solusi  

- Aplikasi e-raport untuk mendukung pencatatan dan pelaporan SPM 

usia pendidikan dasar 

- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis 

 

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

Permasalahan  

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2020 sebesar 

29,30%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini 

disebabkan karena: 
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- Adanya Pandemi COVID 19 dan PSBB, menyebabkan terbatasnya 

kegiatan Skrining terhadap warga usia produktif di tempat umum, 

instansi pemerintah, perusahaan swasta 

- Kondisi pandemi meyebabkan masyarakat enggan berkunjung ke 

fasilitas kesehatan untuk melakukan medical check up 

Solusi  

- Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, 

pabrik untuk melakukan skrining di tempat usahanya 

- Kolaborasi dengan data Prolanis dari BPJS 

- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis 

 

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

Permasalahan  

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2020 sebesar 

51,48%. Hal ini disebabkan karena Adanya Pandemi COVID 19 dan PSBB, 

terutama pembatasan kegiatan bagi penduduk usia beresiko (balita dan 

lansia)  menyebabkan berkurangnya kegiatan skrining lansia di posbindu. 

Solusi  

- Melaksanakan kegiatan posbindu dengan protokol kesehatan pasca 

pemenuhan vaksinasi Covid 19 

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group 

- Kerjasama dengan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) cabang Kota 

Depok dan Komda Lansia Kota Depok. 

 

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Permasalahan 

Jumlah penderita hipertensi di Kota Depok tahun 2020 ditetapkan 

menggunakan angka prevalensi hipertensi Kota Depok (Riskesdas 2018) 

terhadap proyeksi penduduk usia 15 tahun keatas sehingga didapatkan 

sebesar 640.009 jiwa, sedangkan jumlah penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 131.193 jiwa (20,50%). 
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Capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini 

disebabkan karena: 

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan 

sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita 

hipertensi  

- Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi 

tidak melakukan pengobatan secara rutin 

Solusi 

- Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, 

pabrik untuk melakukan skrining di tempat usahanya 

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

 

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM) 

Permasalahan  

Jumlah penyandang DM di Kota Depok tahun 2019 ditetapkan berdasarkan 

angka prevalensi DM nasional (Riskesdas 2018) terhadap proyeksi 

penduduk semua umur sehingga didapatkan sebesar 50.631 jiwa, 

sedangkan jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar sebesar 46.149 jiwa (91,15%). Capaian ini 

dibawah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Pencatatan 

dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik.  

Solusi  

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit 

- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis. 

 

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 

Permasalahan  

Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kota Depok tahun 

2019 ditetapkan menggunakan angka prevalensi OGDJ Provinsi Jawa 

Barat (hasil Riskesdas 2018) terhadap proyeksi penduduk semua usia Kota 

Depok sehingga didapatkan sebesar 3.477 jiwa, sedangkan jumlah OGDJ 

yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 1.422 jiwa (40,90%). 

Capaian tersebut jauh lebih rendah dari target karena: 
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- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir 

dengan baik 

- Kunjungan kesehatan jiwa selama pandemi menurun drastis karena 

pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas. 

Solusi 

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit 

- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis 

 

11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB) 

Permasalahan  

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulasis (TB) tahun 2020 

sebesar 22,76%. Hal ini disebabkan karena: 

- Kondisi Pandemi COVID 19 dan PSBB, menyebabkan terbatasnya 

kegiatan tracing orang terduga Tuberkulosis sehingga jumlah orang 

terduga Tuberkolosis yang mendapatkan pemeriksaan menurun 

- Masih terdapat 17 puskesmas yang belum terlatih metode DOTS 

- Masih ada 2 rumah sakit yang belum menggunakan metode DOTS dan 

belum melaporkan menggunakan SITB 

- Belum semua puskesmas mampu melakukan pemeriksaan lab 

bakteriologis TB. 

Solusi  

Tindak lanjut kondisi tersebut antara lain dengan: 

- Penguatan regulasi yang mendukung program nasional terutama TB 

dan HIV kepada faskes swasta 

- Kerjasama dengan POS UKK, Kesehatan olahraga, dan kunjungan 

rumah sehat 

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

- Perwal pembebasan beban tariff untuk layanan Tb, HIV, Sifilis, baik 

untuk penduduk KTP depok maupun yang hanya berdomisili di depok 
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12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Permasalahan  

Orang berisiko terinfeksi HIV yang sudah mendapatkan pemeriksaaan HIV 

sesuai standar di Kota Depok tahun 2020 tercapai 27,78%. Capaian ini 

telah lebih rendah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena: 

- Kondisi Pandemi COVID 19 dan PSBB, menyebabkan terbatasnya 

kegiatan Mobile VCT (penjaringan orang beresiko HIV)  

- Masih banyak ibu hamil yang diberi rujukan untuk tes HIV namun ibu 

hamil tersebut tidak melakukan tes HIV (kurangnya kesadaran ibu 

hamil untuk melakukan tes HIV) 

- Kesulitan dalam mendapatkan/menjaring sasaran populasi kunci 

Solusi  

Tindak lanjut kondisi tersebut antara lain dengan: 

- Penguatan regulasi yang mendukung program nasional terutama TB 

dan HIV kepada faskes swasta 

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis 

- Perwal pembebasan beban tariff untuk layanan Tb, HIV, Sifilis, baik 

untuk penduduk KTP depok maupun yang hanya berdomisili di depok. 
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BAB III 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada table berikut. 

 
Tabel 3.1  

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
CAPAIAN 

SPM 
NAMA PROGRAM/ 

KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 6 

1 Pelayanan Kesehatan 
Ibu Hamil 

92,68% Peningkatan Kesehatan 
Keluarga 

106.254.000 102.438.500 96,41% 

2 Pelayanan Kesehatan 
Ibu Bersalin 

90,81% 1. Pembinaan Kesehatan 
Ibu dan Anak (Silpa 
Pajak Rokok ) 

106.254.000 102.438.500 96,41% 

3 Pelayanan Kesehatan 
Bayi Baru Lahir 

92,94%         

4 Pelayanan Kesehatan 
Balita 

50,75%         

5 Pelayanan Kesehatan 
pada Usia Pendidikan 
Dasar 

86,21% Peningkatan Kesehatan 
Keluarga 

63.566.000 61.356.000 96,52% 

1. Pembinaan Kesehatan 
Anak Usia Sekolah dan 
Remaja ( Silpa Pajak 
Rokok) 

63.566.000 61.356.000 96,52% 

6 Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Produktif 

29,30% Pencegahan 
Penanggulangan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

228.315.000 202.187.000 88,56% 

7 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Hipertensi 

20,50% 1. Upaya Kesehatan 
Penyakit Tidak Menular 
(Silpa Pajak Rokok) 

228.315.000 202.187.000 88,56% 

8 Pelayanan Kesehatan 
Penderita Diabetes 
Melitus (DM) 

91,15% 

9 Pelayanan Kesehatan 
Pada Usia Lanjut 

53,70% Peningkatan Kesehatan 
Keluarga 

287.653.000 269.551.000 93,71% 
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NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 
CAPAIAN 

SPM 
NAMA PROGRAM/ 

KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 6 

1. Pembinaan Layanan 
Puskesmas Ramah 
Lansia ( Pajak Rokok TA. 
2020) 

287.653.000 269.551.000 93,71% 

10 Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan 
Gangguan Jiwa (OGDJ) 
Berat 

40,90% Pencegahan 
penanggulangan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

158.765.800 142.040.429 89,47% 

1. Upaya kesehatan Jiwa 
dan Napza ( Silpa Pajak 
Rokok ) 

158.765.800 142.040.429 89,47% 

11 Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan 
Tuberkulosis (TB) 

22,76% Pencegahan 
penanggulangan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

283.395.200 197.989.319 69,86% 

1. Pengendalian Penyakit 
Menular Langsung (Silpa 
Pajak Rokok) 

283.395.200 197.989.319 69,86% 

12 Pelayanan Kesehatan 
Orang dengan Risiko 
Terinfeksi HIV 

27,78% Pencegahan 
penanggulangan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

59.730.000 43.869.000 73,45% 

1. Pelayanan 
Pencegahan dan 
Pengendalian HIV ( Silpa 
Pajak Rokok) 

59.730.000 43.869.000 73,45% 

JUMLAH 1.187.679.000 1.019.431.248 85,83% 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan 

dokumen yang memberikan gambaran arah dan tujuan pembangunan bidang 

kesehatan di Kota Depok. Seperti halnya kejadian sakit dan sehat pada suatu 

masyarakat yang disebabkan oleh kontribusi berbagai faktor yang hadir secara 

bersamaan, maka upaya pembangunan kesehatan di Kota Depok pun 

membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian maka 

untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan kesehatan di Kota 

Depok memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait dan 

berkepentingan dengan pembangunan kesehatan di Kota Depok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


